TENTANG
LZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH AH MIFTA
PARANG TAMBUNG KOTA MAKASSAR, DEPARTEMEN A uumru

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR -

Menimbang Y mmmmwmwmﬂm

terhadap Madrasah S-m&mememhm

b. bahwa Madrassh Swasta yang tercantum dalam kolom dus lampiran Keputusan i |
& memenuhi  persyaratan yang ditentukan untuk deberikan persetujuan e

o pendidikan.

© 1. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan

2. Undang — undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tzhun 1989 tentang Pendidikan Dasar;

3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengaly

4. Keputusan Presiden Rl Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok — pokok Organisasi D

S.Kq:umn?m»dmklelSmhmquﬂng&mm—- ome

. tdahdmbahdandmnpmmkamtaakhnch@nmmmmﬂt-lﬁm

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Sususnan Organisasi

Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Depariemen

Kabupaten/Kota; g

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jen

Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Dircktorat Jenderal Pembinaan Kelemibe

Agama [slam. Ry
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250./
tentang Syarat — syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah swasta jenjang Pendidikan Das
Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomeor DJ.IV40872003
Pedoman Akreditasi Madrasah:
Membaca . Hasil Penelitian/Kunjungan pada Madrasah ibtidaiyah oieh Kepaia Kepala Seksi M
15 Jum 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA !
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

KHAIR KOTA MAKASSAR
Pertama mmmmmwmmm
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